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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan
dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan :

- Perdata
- Pidana

Catatan :
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara :

- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan
tepat waktu

Catatan :
 perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus

diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
 Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan

ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
 Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan sisa
perkara:

- Perdata
- Pidana

Tn        =  Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1  =  Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum :

 Banding
 Kasasi
 PK

Catatan :
 Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas

atas putusan pengadilan

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%
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e. Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan
sebagai korban

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

f. Index responden pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera Laporan
Semesteran dan

Laporan Tahunan

2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh para pihak
Tepat Waktu

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui
Mediasi Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

c. Persentase berkas perkara
yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

d. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

NOMOR : W6-U8/ 176 /OT/SK/I/2019

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal  3  dan pasal  4  Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka
Pengadilan Negeri Prabumulih perlu meninjau kembali atau mereview
untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi.

3. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Peraturan Pemerintah Nomor  :  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Nomor :  9 Tahun 2005  tentang Kedudukan, Fungsi,
Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung.

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.
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